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BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOt\40R 69 TAHUN 2011

I ;IENTANG

P!:DOMAN PEIVBERIAN IJIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, TUGAS

BELAJAR, IJIN PEMAKAIAN GELAR AKADEMIK, UJIAN KENAIKAN PANGKAT

PENYESUAIAN IJAZAI , DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI
1 PEGAIVAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN.

lv4enimbano a. bahwa untrrk menjamin pelaksanaan manajemen kepegawaian

yang terencana dan lertib adnrinistrasi maka perlu diatur mengenai

ketentuan ijin belajar, sur.at keterangan belalar, tugas belajar, ijin

pemakaian gelar akademik, ujian kenaikan pangkat penyesuaian

ijazah dan kenaikan panEkat penyesuaian ilazah bagi Pegawai

Negeri Sipil di Kabupaten Sragen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalanr

huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Sr'agen tentang

l)edorr:ur Porrberiarr llin Belajar, Sr"rrat Keterartgatrr Bclajar, Tttgas

Belajar, ljin Pernakaian Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Patrgkat

Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Perryesuaian ljazah

l;agi Pegawai Negeri Sipil c1i KabLrpater"r Sragen.

1. Undang - undarrg Nonror 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan

Daerah - daeran Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (drundangkan tanggal {l Agustus 1950):
I

i

2 Undang - undanrg Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok - pokok
l

Kepegawaian (Lqrnbaran Negara Republik ltrdonesia Tahr-rn 1924

Nornor 55, Tanibahan Lembaratr Negara Republik lndonesia

Mengingat
I

l

I

i

Nomor 3041) se bagaimana telah diubah dengan Undang - Untiang

Li

DENGAN RAHMAT TUIAN YANG I\4AHA ESA
L

,i

I



Nomor 43 Tahun 1999 tentang Peruhahan Atas Undang - undang

Nomor B Tahun 1974 tentang Po rok - pokok Kepe3awaian

(Lembar.an Negara Republik lndonesia Nomor 3890);

3. Undar:g - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha r

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomcr
'125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Norrrcr

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengar

Undang - Undang Nomor '12 Tahun 2008 tentang Perui:.raha:r

Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndcnesia

Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerin:ah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Nega.a F.epubli<

Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara

Nornor 4017) sebagaimana ielah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

lndonesra Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran ltlegara

Republik lndonesia Nornor 41 93),

5 Peraturan Pres

Pengundangan

Undangan,

den Nomor l Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Penyebarluasan Peraturan Peru rrCang -dan

6. Peraturan Daeriah Propinsi Jaura Tengah Nomor 7 Tahun 1976
:

tentang Tugas lBelajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam W,layair

Propinsi Jawa l,engah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat

I Jawa Tengah lNomor 11, seri D Nomor 2);

7. Peraturan Daerah K.abupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerihtahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
I

Tahun 2008 Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sragen Nomor 'l 
).

l
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MemP ''rhatikan 1 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/S1 Targgal 9 Januari

1990 tentang Petunjuk Pemberiar I'in Belajar Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat ltrlenteri Pendavagunaan Aparatur Nega-a Republik lndonesia

Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 Tanggal 14 lvlei Tahun 2004 tentang

Pemberian Tugas Belajar dan llin Belajar Bagi F'egawai Negeri

Srpil;

3. Surat Gubernur Jawa Tengah Ncmor 393.3/3541 Tanggal 20 Mei

2002 tentang Wewenang Pembuatan Surat Keputusan I'ugas

Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten / Kota.

I\4EIV!UTUSKAN

l\4enetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOIVIAN PEMBERIAN IJIN

BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, IJIN

PEMAKAIAI! GELAR AKADEMIK, UJIAN KENAIKAN PANGKAT

I)ENYESUAIAN IJAZAH DAN KENA AN PANGKAT PENYESUAIAN

IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SRAGEN

BAB I

KETENTUAN UIVIUIVI

Pasal 1

Dalam Peratrrran Bupati ini yang dimaksud dengan
I

Daerah adalah Kabupaten Sragen

2. ' Bupati adrlalr Brrpati Sragen.

3, Pemerintah Daerat adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur

Perryelenggara Pemerintahan Daerah.

4 [)ejal:art berwerrartg acialah pejabat di lirtgkungan Penrerintah Dabrah yang mempurryai

rkewenangan untuk melaksanakan dan / atau rnenetapkan Keputusan di bidang

: Kepegawaian dal.:m hal iniWakil Qupati Sragen.
i:

5 ljin belajar adalan ijin yang diberiKan oleh pejaba: yang berwenang kepada Pegaivai

Neger,i Sipil yang memenLrhr syarlat untuk mengikuti pendid'(an pada suatu lembaga

pendidrkan baik regeri maupun swpsta yang terakreditasi.

surat keterangan belajar adalah lsurat keterangan yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang kepada Caton Pegawai Negeri Sipil yang ketika diangkat sebagai Oalon

ngikuti pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan

rg a ng ka ta tr.

1.

P egawal Negeri Sipil sedang m €

6

yang digunakar,sebagai dasar Pe



7. Tugas belajar adaiah tugas yang diberikan oleh Bupaii Sragen kepada Pegawai [legeri

Sipil rrntuk menempuh pendidikan ke jenjang yang iebih tinggi yang diselenggarakan

oleh lembaga pendidikan negen maupun swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.

B. ljin pemakaian gelar akademik adalah ilin yang diberikan oleh pejabat benvenang

kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah

dari lembaga pcndidikan baik negeri rnaupun swasta untuk menggunakan gelar

akademik.

9. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat

perguruan tinggi iersebut memperoleh ijin penyelenggaraan dari pernerintah.

10. PendiCikan jarark jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak

berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber

belajar melalur ieknologi komunikasi informasi atau media lain.

11 Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah ujian yang dilaksanakan ./

diselenggarakan oleh panitia dan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

8AB II

I\4AKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati Sragen ini dimaksudkan untuk mengatur dan memberikan kepastian

proses adm,nistrasi iaianr per-nberian ijin belajar, sr-rrat keterangan belajar, trrgas belajar,

iji,rr pemakaian gelar akadernik, ujian lkenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikarr

p,ingkat penyesuaian ijazah bagi Peg;iwai Negeri Sipil di Kabupaten Sragen.

Pasal 3

I

Pe raturan Bupati Sragen ini bertujuar agar tetap terlarnin tegaknya disiplin bagi Pega,,va,

lregert Sipil

:ormal serta

yang ingin meningkatkar kemampuan dan ketrampilan nrelalui

untuk rnenciptakan standarJisasi kompetensi Pegawai

mewujudkan tata kelola nranajemerr kepegawaian yang terencana,

administrasi di ringkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Negeri

terukur

pend id ikan

Sicil d a la:r

serta terti:

I



BAB III

IJ .J BFLAJAR DAN SURAT KETERANGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

ljin Belalar

Pasal 4

(1) PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah) yang akan mengikiti dan / atau meningl(atkan

jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada lembaga pendidikan baik negeri nraupun

, swasta walib memenuhi jenjang kepangkatan yang ditentukan serta memiliki ijin

be laja r.

(2) , lrin belajar hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan berstatus Calon
', Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ).

(3) I in belajar ditetapkan oleh pejabat yang benruenanS

(4) 'Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki ijin bela.jar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) t,dak menda,pat layanan administrasi kepegawaian.

Pasal 5

(1) ljin belajar sebagairnana dimaksud dalam pasal 4 dapat diberikan dengan ketentuan :

P,:gawai Negeri Sipil sudah bekerja sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun sejak

pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Setiap unsur perrilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahu,r terakhir

sekurang - kurangnya bernilai baik.

' Pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan waktu pelaksanaan pendidikan

dengan jarar tempuh tempat pencidikan dapat terjangkau dan tidak rnengganggu

pekerjaan / trrgas sehari - harr kedinasan.

Bidang pendidikan yang diikuti l-arus mendukung pelaksanaan t.rgas pokok i

tugus jabatan Pegawai Negeri Sip I yang bersangkutan.

Biaya penCidikan Citanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri sipil yang

bersarrgkrrtart. 
i

Kegiatan pendidikan yang dii\uti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang

telah terakreditasi atau me,lnprnyai ijin penyelenggaraan dari peJabat yang
j

a

b

C

e

f

berwenang / persetuj uan menteri

ljin belajar dapat d iberikan
' kebutuhan antara pendidikan

bersangkutan,

yang membidangi pendidikan

dengan pertimbangan adanya keterkaitan tjan

yang ditempuh dengan tugas pokok irlstansi yang

,'c.,

5
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h. Pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas paralel atau pendidikan jarak

jauh atau kelas jauh kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang -
undangan.

i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

j Tidak sedang menjalani pemberhentran sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

k. Pegavrai Negeri Sipil tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian

ijazah

(2) Permohonan ijin bela.jar diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Pegawai Neg,rri

Sipil yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai siswa / mahasiswa.

(3) Permohonan ijin belajar yang tidak memenurhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
;ayat (1)dan (2) tidak dapat disetujui.

Pasal 6

ljin belajar dinyalakan tidak berlakr.r apabila Jikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatarr

pendidikan yang diikuti melanggar norma akadenik berdasa:kan Peraturan perundang -
undangan yang berlaku dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, permohonan ijin belajar harus

me.nenulri kepangkatan dan masa kerja sebagai berikut:

ljin belajar ke jenlang SLTP, atau yang sedera.at (paket B) minimal dalam pangkal Juru

Muda (golongan ruang l/a) sekurang - (urangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat

te rseb ut.

ljin belajar ke jeljang SLTA, Diploma ldan / atau yang sederajat (paket C) paling
:endah berpangkat Juru Muda Tingkat I (golongan ruang li b) masa kerja 2 (dua) tahun,

Sekolah Gr-rru Pendidikan Luar Biasa, Diploma ll atau yang sederajad paling rendah

berpangkat Juru Ti,rgkat I (golongan ruang l/d) masa kerja 1 (satu) tahun.

rlin belajar ke jenlang Sarlana lt4r,rda, Akaderni Diploma lll atau yang sederajad paling

rerrdalr berparrgk.rl ?engatr.rr Muda (golcngan 'uang llia) sekurang - kurangnya telah 2

(dua) tahun dqlam pangkat tersebut.

ljin bela,jar k.e jenjang Sarjana (S1) alau Diploma lV, dokter, apoteker atau yang

seder:rjad paling rendah berpangkat Pengatur lvluda Tingkat l(golongan ruang ll/b) dan

.i,ekurang - kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat:ersebut.

'l,in b,el,-rlar ke jerlang I\,4agister (S2) paling rendah ber-pangkat penata muda (golongarr

riuang lll/a) dan sekurang-kurangn')a telah 1 (satu) tahun dalanr pangkat terakhir,

;edangkan Spesialis ldi bidang ikedckteran atau yarg sederajacl, paling rcrrclah

a

b

C

d

e

f

(;
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brjrpangkat Penata iVluda Tk.I (golonqan ruang lll/b) dan sekurang-kurangnya telah 1

(sattr) tahun dalam pangkat terakhir. I

J Jv,.v + vv -i;:s "i, s ii .: O lr.iilJ e,l.),\:i;.i:l .il ) .i,:j

sederajaC, paling rendah berpangkai Penata (golongan ruang lll/c) dan sekurang-

krrrangnya lelah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal B

('1) Permohonan ilin belajar diajuran oleh'Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati Cr1. Kepala

B;rdan Kepegawaian daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

(2) Kdpala SKPD mengusulkan permohonan ijin belajar kepada Bupati rnel,alui l'.epala

B+dan Kepegawaian Daerah. r

(3) Kcipala Badan Kepegawaian Daerah melakukan analisa mengenai kesesuaiarr jLrrusan

yang ditempun dengan tugas / jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jarak

tempuh dari Kabupater, Sragen ketempat belajar mengajar dan waktu penyelenggaraan

belajar mengajar.

(4) Setelah memenLrhi kriteria, Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengajukan /

mengusulkan kepada Bupati Cq. Wakil Bupati untuk penerbitan sural ijin belalar

(5) Setiap Permohonan ijin belajar harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a.r Foto copi SK pangkat terakhir.

b,, DP3 1 (satu) tahun terakhir dengan setiap unsur penilaian prestasi kerja berrrilai

baik.

c., Jadwal kegiatan beli:jar mengajar / pembelajaran pendidikan yang ditanda tangani

, oleh pejabat yang beruenang.

d. Surat keterangan prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela dari Kepala SKPD

e. Surat keterangin lulus ujiar, masuk dari lembaga penyelenggara pendidikan

Bagian Kedua

Surat Kelerangan Belajar

(1) Calon Pegawal Negeri Sipil ketika diangkat, sedang mengikuti pendidikan lebih tinggi

dari pendidikan ya rg digunakan sebagai dasar pengangkatan Calon Pegawai l''legeri

Sipil arau pada saat melamar yang bersangkutan duduk dalam semester terakhir Can /

atau sedanq menveleseikan skripsi / karya tulis wajib rnemiliki surat keterangan belajar.
t"

(2) Srrrat keterangan belajar mempunyai fungsi sama dengan ijin belajar dengan ketentuan

ja69ka waktLr antara diangliat CPNS dengan dikelr,:arkannya iiazah tidak lebih Cari 1

(satu) te.iruri ditetapl".an oleh pejabat yang oerwenang.

I

I

\

I

1
I

Pasal 9



(3) Qalon Pegawai Negeri Siprl yang tidak memiliki surat keterangan belajar sebagaimana

C,maksud pada ayat (1) tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian.

Pasal '1 0

(1) SLrrat ketera:rgan belalar sebagairrana d r.r.raksud dalam pasal 9 dapat diberikan dengan

ketentuan:

q

wajib rnclaporkan penCidrkan yang sedang diikuti dan mengajul<an permohonarr

penerbitan surat keterangan belajar.

Pendidikan dilaksanakan diluar jarn kerja dan waktu pelaksanaan pendidikan

dengan jarak tempuh tempat pendidikan dapat dijangkau.

Tidak nrerigganggu kelancaran pelaksanaan tugas - tug,as kedinasan,

Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan.

Pendidikan yang diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah

terakreditasi atau mempLrnyai ijin penyelenggaraan dari pejabat berwenang.

Pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas paralel atau kelas jarak jauh / kelas

jauh kecuali cjitentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang - undangan.

Calon Pegawai Negeri liipil tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyes'uaian

ijgzah.

Bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok da:t

fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan.

(i

d

0

h

(2) Permolronan sr.lrat keterangan belajar yang tidak memenuhi ketentuarr sabagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disetujui.

Pasal 11

Permol.onan surat keterangan belajar dapat diperoleh melalui mekanisme sebagai berikltt

a. Diajuka r oleh Calon Pegcwai Negeri Sipil kepada Bupati Cq. Kepala

Kepegawaian Daer.:h melalui Kepala SKPD.

b. Kepala SKPD mengusulkan permohonan surat keterangan belalar kepada

mel:rluq Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengusulkan permohonan surat

belalar kepada [3upati deng

1. Suralt penlohonatt penerbitan

Sipil

Bupati

an mri:lampirkan persyaratan :

surat keterangan belajar dari Calon Pegawai Negeri

Badan

keteranganc
I

s



2. Surat keterangan dari lemb a0a pendidikan yang menerangkan status Calon
I

Pegawai Nege, i Sipil masih menj,,rdi siswa atau mahasiswa

3. Jadwal kegiatan belajar / p

, berwenang

end id i kan yang ditanda tangani pejabat yang

4 Fqto copy Keputusan Calon [-'egawai Negeri Sipil yang dilegalisir Kepala SKPD

BAts IV

TUGAS BELAJAR

Pasal 12

a. Untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli dan / atau terampil yang

berpengetahuan Iuas.

b. Untuk mempe'tinggi mutu kecakapan Pegawai Negeri Sipil dalarn hubungannya

, dengan pembinaan karier.

(2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pa,Ja ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan

a LJerstatus Pegawai Neger: Sipil, telah memilrki masa kerja sekurang - kurangny,a 2

(dua) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil

Umur setinggi - tingginya 40 (empat puluh )tahun kecuali bagi PNS yang akan

melngambil pend idikan S3

Dinyatakan Iulus seleksi penerimaan mahasiswa.

Mempunyai prestasi, dedikasi dan loyalitas yang baik serta tidak tercela yang dibuat

oleh Kepala SKPD.

Itlempunyai dasar pendidikan sesuai persyaratan yang drperlukan.

Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir

sekrrrang - kurangnya bernilai baik.

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat secang atau berat.

Tidal:sedang menjalani pemberhentiar sementara sebagai Pegawai Negeri Sip l.

Biaya pendidillan ditanggLrng oleh Pemr-'rintah, Pemerintah Negara lain, 3adan

lnrernasional atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri dan, biaya

send.iril

Pnrgram pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah nrendapat persetujuan

Menteri yang mernbidangi pendid ikan

Pegawai Negeri sipil tidak berhak meruntut penyesuaian iiazah ke.lenjang pangkal

yang lebih tinggi apabila forntasi belum memungkinkan.

,l

(1) l;laksLrd dan tujuan ditugaskannya Pegawai Negeri Sipil mengikuti tugas belajar acialah

q

C

q

f

g

h

.i
I-l

k

9

I

t

I
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m

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar, dibebaskan <lari tugas

pekerjaan / jabatan kedinasan dan tetap menerima gaji penuh sesuai dengan

haknya serla tetap berada pada unit kerjanya masing - masing sebelum / sesudah

melaksarr':kan tugas belajar.

Pegawai Negeri Sinil yang melaksanakan Tugas Bela.jar, apabila yang bersangkutan

belum dapat menyelesaikan tugas be ajarnya sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Bupati dapat memperpanjang waktu tugas belajar satu kali untuk satu tahun

pendidikan atas permohonan yang bersangkutan dengan pertimbangan dari Rektor /

penyelenggara Lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Perpanjang.:n Tugas Bela.jar diberikan apabila B.rpati berkeyaklnan bahwa

keterlambatan l-ugas Belajar tersebut bukan karena kesalaharr Pegawai t'legeri

Sipil yang bersangkutan atau Bupati yakin bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut

akan dapat menyelesaikan belajarnya.

Apabila dalam waktrr yang telah ditentukan ditambah dengan satu kali perpanjangan

belum juga dapat menyelesaikan Tugas Belajarnya, maka Tugas Bela.jar Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya berakhir.

Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar vrajib menyampaikan perkembangan lap.oran

kemajuan belajar / prestasi belajarnya secara periodik yang disetujui olelt Rektor /

Pinrpinan Len:baga Pendidikan dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

melaksana kan Tugas Belajar.

Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf (p) dilalaikan dengan senga.ja

dan telah diperingatkan 2 (dua) kali berturut - turut. Bupati akan menghentikan

Tugas Belajarnya sebagai tindakan hukuman disiplin.

Pegarvai Negeri Sipil Tugas Belajar, setelah menyelesaikan Tugas Belajartrya

diwalibkan untuk bekerja kembali pada lingkungan Pemerintah Kabupaten

sragen dan berllewajiban mengembangkan serta mendayagunakan ilmu

pengetahuan yang diperoleh untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan

pernbanguna n di KabLlpaten Sragen.

Pegawai Negeri sipil Tugas Belajar setelah selesai melaksanakan Tugas Belalarnya,

apabila tidi:k bersedia rl.erreruskan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pernerinta,r Kabupaten Sragen di wajibkan merrgembalikan 2 (dua) kali juntlah uang

'unjangan belajar yang telah diterimanya.

Pegawai Negel.i Sipil Tugas Bela;ar wajib mengembalikan semua iumlah uang

tgnjangan belajar yang telahi diterimanya apabila atas kehendak sendiri

rnenghentikan TLlgas Belajarnya clan jumlah uang tersebut harus Iunas paling lama 3

(tiga) bulan terhitung firulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah dihentil(an /

n

C

p

q

S

d ibatalkan Tug as Belajarnya

10



U

(2)

(3)

Ketentuan seba3aimana dimaksuci pada huruf (s) dan (t) tidak berlaku bagi Peg;r',.rai

Negeri Sipil Tang berhenti melaksqnakan Tugas Belajar yang disebabkan kar+na :

1. Yang bersangkutan meningelalldunia pada saat melaksanakan Tugas Belalar.

2. Diberhentikan tidak dengan ho;mat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3. Dikeluarkan sebagai manasrsirva i mahasiswi Tugas Belalar karena trd ak ar.la
:

kemajuan dalam merngikuti pelbjaran.

Pegawai Negeri Sipil yang sudah selesai Tugas Belajar, akan melanjutkan lagi ke

jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus menunggu minimal waktu 2 (dua) tahun

bila akan melanjirtkan tugas belajar lagi.

(3) Permohona'r tugas belalar dapat diperoleh melalui mekanisme sebagai be'ikut

a. Pegawai Negeri S,pil mengajukan permohonan kepada Bupati lewat Kepala Becian

Kepegawaian Daerah Ciketahui Kepala SKPD untuk mengikLrti seleksi pererimaart

mahasiswa pada Lembaga penyelenggara pendidikan dan / atau nrelampirkan surat

, penawaran dari lembaga penyelenggara pendidikan.

b. Setelah Pegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan diterima (lulus seleksi ), Kepala

, Badan t(epegawaian Daerah. membuat nota dinas kepada Bupati, mchon

rekomenJasi / perseluluan pemberran tLrgas be.ajar kepada Pegawai Negeri Sipil

ya ng bersang kuta n,

c. Berdasarkan persetuju;rn Bupati, Kepala Badan Kepegawaian Daerah metnbuat

S,rrat Tugas Belajar.

(4) , Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan mengirimkan pegawainya untuk

, mengikuti tugas belajar wajib mempertimbangkan kondisi tugas di satuan kerjanya.

Pasal 13

1) Pegawai Negeri sipil yang telah menyelesaikan pendidikan serta memperoleh srrat

,' Tanda Tamat Bela;ar t l)azah walib mengajukan iiin pemakaian / pengguraan gelar

akadernik

ljir pemakaian / penggunaarr gelar akademik diberikan oleh Wakil Bupat '

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki keterangan gelar akademikJ sebu:an p-ofesi

seb'rgi-,rrrtarra rl;rtrakstr<1 parcla ayat (1) tidak cliperkenankan lnenggulra<an gelar

al, aderllik / sebutan profesi pada semUa urusan dinas dan tata naskah dinas surat

resrr:i iemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku'

li

BAB V
PEMAKAIAN / PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

I



Pasal 14

(1) r)emakaian / penggunaan gelar akademik i sebutan profesi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 13 di berikan dengan ketentuan :

(2)

a. Telah dirryatakan lulus dar: rnemperoleh Surat Tanda Tamat Belajar I ljazah dari

lembaga pend idikan yang bersangkutan.

b. Memrliki surat keputusan ijin belajar atau keterangan belajar dari pejabat yang

1 berwenang dalam hal ini Wakil Bupati.

c Untuk pengajuan ijin penggunaan gelar bagi PNS yang berijazah Dlll minimal
I

golongan ll/b masa kerja 1 (satu) tahun, untuk yarg berijazah S1 minimal gol,:ngatt

ll/c rnasa kerja 1 (satu) tahun, untuk yang memiunyai ijazah 52 minimal golongan

lll/b masa kerja .3 (tiga) tahur.r, S3 golongan lll/d 1 (satu) tahun.
!'t, a, .'

<.,

. Pernrohonan ijin pemakaiau / penggunaan gelar akademik / sebutan profesi yang

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan

menggunakan gelar akademik.

Pasal 15

ljin pemakaian / penggunaan gelar akademik / sebutan profesi dapat dilakukan melalLti

nrekanisn,e sebagai berii<ut :

a Pegawai Negeri Sipil yang telah Iulus dan memperoleh Surat Tanda Tarnat Belajar

I ljazah mengalukan pe.rnohonan ijin pemakaian / penggunaan gelar akademik

kepada Bupatr melalui Kepala SKPD.

b. Kepala SKPD n'engusulkan permohonan ijin pemakaian / penggunaan gelar

. akademik / sel:utan profesi kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian

D aerah.

c. Perrsyaratan yang harus dilamp rkan dalam pengaiuan ilin pernakaiarr I

penggunaan gelar :

I

1. S,rrat permohonan Jari Pegawai Negeri sipil di<etahui Kepala satuan Kerja

Pera ngkat Daerah

2, Foto copy

berwenang

3 Foto copy transkriP nilai

berwenang.

4. Foto copy surat keterangan t;tn

Surat Tanda Talnat Belajar I liazah yang dilegalisir pejabat yang

akademik yang telah dilegalisir pejabat yang

I

5. KeputLrsan Dangkat terakhi

belajar atau surat (eterangan belajar

I



(\,t 1 /l',')

/ ' , r'r.,,

r,/ 2, / 1

UJIAN KEN

(1) t Pegawai |Jegeri

golongan ruang

AIKA.N P,ANGKAT I'ENIYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKA]'
P8:NYESUAIAN IJ,AZAH

rBagian Kesatu

Ujian Kenaikan pangkat penyesuaian ljazah

Pasal 16

BAB VI

Sipil yang telah merniliki pendidikan lebih
masih dibawah pangkat / golongan ruang

tinggi dari pangkat /
awal dari pe nd irlika n

dimaksud pada ayat (.1 )

ter,;el.r,t, ciapat r)lerrgikuti r_t1ia. ke,ail,"rn pa.gkat pe,yesuaia. ijazalr
(2) Ujlan ker-raikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana

dengan ketentuan memenuhi svardt umum .

a. Memiliki ijin belajar.

b Memilikq. STTB i ijazah ctari lembaga yang terakreditasi.

c. Setiap unsur penilaian Dp-3 seku.ang - kura rgnya bernilai
tahun terakhir.

d. Berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil.

e. ll4enduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetalruan atau kealrlian

sesuai Cer,gan ijazah yang diperoleh.

f. P.rgawai Negeri Sipil yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian

ijazal-r pertarrra kali ticlak lulus, masih diberi kesempalan untuk mengikLrti. ujian

penyelenggaraan ujian oerikutnya.

(3) Disarrrping persyaratan sebagainrana yang dirnak.sud pada avat 2 pasal ini harus

mernenul,i persyaratan khusus sebagai berikut:

baik dalam 1(satu)

a U.jian kendikan pangkat penyesLraian ijazah setingkat SMP atau sederajad paling

rendah berpangkat Juru lt/uda (l/a) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun

dalam pangkat tersebut.

Ujiarr kenaikan pa.ngkat penyesuaian ijazah setingkat SMA / Dl atau sederajad

paling rendal^. berpangkat Juru (l/c) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahurr

rJalam pang kat tersebut.

Ujiari kenaikail pangkat penyesuaran i;azah setingkat SGPLB / Dll atau sederaiad

p3lin!t rerrrlal) berpangkat Pengatur lt4trda (ll/a)

b

C

I

\r

I

t.)

i / !.., . 
"
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d. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat Dlll atau sedera.ad pa ing

rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat l(ll/b) dan seku rang-ku rang:'tya telah 1

(satu) tahun dali:'r pangkat tersebut.

e. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat DIV / S1 atau seclerajad,

paling rendah berpangkat Pengatur (ll/c) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua)

tahun dalanr pangkat tersebut.

f. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat Dokter, Apoteker, lllagister,

Specialis latau sederalad paling rendah berpangKat Penata Muda tlll/a) dan

sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam 1r369131 tersebut.

g Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat Doktor (S3), Specialis ll atau

sederajad paling rendah berpangkat Penata Tingkat I (lll/d) dan sekurang-

f r-rrangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut. I

Bagian Ked ua

Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah

Pasal 17

Pegara,ai Negeri Sipii yang telah lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat

diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila:

a Pendidikan ya,rg dimiliki sesuai dengan kebutuhan formasi dan tugas pokol,i Pegawai

Neger, Sipil pada SKPD yarrg bersangkutan

Memenuhi p.,rsyaratan administrasi kenaikan pangkat sesuai dengan Peraturan

Perundang - undangan yang berlaku.

BAB

KETENTUAN

vil

PERALIHAN

Pasal 1B

Pec,awai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijin belajar, tugas belajar, ilin pemakaian gelar

profesi sebelum di berlakukannya Peratu'an tsu:ati

b

/ J.r:l.rggunaan gelar;rkaden.rik / sebutar

ini rJinyatakan tetap berlaku

l4
I

I



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Perpturan Bupati ini mulai berlaku pada.tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinl a, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

derllan penempatannya dalam Berita Daeran Kabupaten Sragen

Pasa I1

Ditetapkan di Sragen
Pada Tanggal 22.-o8- 2411

f A-. BUPATI SRAGEN,

r
AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
Pada Tanggal

PIt, SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINIS TRASI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAK'1AT'

ENDANG HAhIDAYANI

BERITA D/\ERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011

Non,or, 6 9

I

I

rl

I

\,l\
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR

TANGGAL 22 ^ ct- -Lc rt

DAFTAR CONTOH FORMULIR / TATA N,\SKAH

1. Surat permohonan ijin belajar, tugas belajar, surat keterangan belajar

2. , Surat permohonan ijin pemakaian / penggunaan gelar akademik / sebr"rtan profesi

Pegawai Negeri yang bersa ngkutan

I

\6

I

I
I

I

I

I

I

I

I

t



l

PEMERIN'}'AH KABUI'ATEN SRAGEN
BADAN IG)PEGAWAIAN DABRAH

Ial'rrr Vctcran No. II'l clp.(0271)S91024flunting(8Saluran).Fax:(()271)ll()I501wcbsite 
, ,*or*;ili',"'uo

C]ON'I OII I.,Ii'I'IKAN I.IIN t}IILN.I,\R

KEPUTUSAN BUPAI'I SRAGEN
NOMOR:

'l EN'l hNC
I'IIMI]TJR.IAN IJIN I}EI,A.IN R

BUPN'fI SIIAGEN.

Su'at Ilclaran Btrpati Sragen Nomor: l|93.3/ I 227 a13212008 'langg,al 29 Oktober 2Cr08.

tcntang l)ctturjuk l)cnrbcrian 1-ugas Bclaiar dan I.;in Bcla.jar.

bahrva permohonan telah menienuhi segala persyaratan dan ketentuan bagi l'NS

lang:nclakukan lj in llclajar;
bahwa penyelcnggaraan pcndidikan / kuliah dilaksanakarr diluar Janr Kcria / sorc

hari.

Undang-Undang Nomor 8 -lahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepcgawaian

sebagaimana telah diubah meniadi Undang-Undang Nomor 43 'lahun 1999

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegau,aian;

l'craturan l)cmcrintah Nomor 25 -l'ahun 2000 tcntang Kewenangan [)emerintah

d.rn Kewenangan Propinsi Sebagai Drerah Olononr;

I)eraturan Pemerinlah Nonror 5i Tahun 201 0 tenlang Disiplin Pegarvai Ne geri

S ipill
Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor: 2559/Drl/97 l'anggal 2 l Oktober

I 997 tcntang Larangan"Kclas Jauh";

I)era(uran Daerah Propinsi iaua 1'engah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Tugas

Bola.iar Bagi Pegawai Nlegcri Sipil Dalam Wilayah Propinsi Dacrah '[ ingl<at I

Jawa'fengah.

Vl c ni trac a

\4 cn inr ba ng

Mcnrpeihatikan

Vlcttctapliirtt

K IlSn 'l't l

?

Mengingat

)

.+

5

Sural Mcntcri Pendayagunaan Aparatur

Sli/ I ltlM. PnN/5/2004 tcntang l)crnbcrian l ugas

Pegawai Negeri Sipil.

MI]]\4tJ'I'I]SKAN:

I)ugawai irJugcri Sipil Nornor l.Jrut

N t.rla
N II'
I)angkat/Golongan

.lrrbatart

Ilnil ( )r;lirrrisasi

Negara Republik Nontttr:

llclajar dan I.iin Ilclaiar Ilagi

I

,l

i

I

I

I

I



(i;l)Un

(lr I IGA

(l,l)Ml'Al'
(tit-lMr\
JiltN/, N'l

[Jntuk menqikrrti pendidikan / belajar pada Program ( D-3, D4, S-l , S-2. dll )

Mcwajibkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan unruk tctap nrcnialanl<an

tugas-lugas sehari-hari 3ssuai dengan.iam kcrja yang bcrlaku.

Segala Biaya untuk keperluan pendidikan / belajar tersebut menjadi beban bagi y'ang

b,. rsangkutan.

Txlak menuntut kenaikan pangkai sebagai penyesuai,m ijaz-ah.

Keputusan Bupati irri mulai berlaku pada tang.lal ditetapkan.
Pctikan Keputusan Bupali ini disampaikan kepada yang Dersangkulan dan dapat

tl i qLrnirlarr scbagrrinrana mcstinya.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal :

An. t)tlPA'l-l SItA(ll'iN
WAKIL BUPATI SRACEN

Trd

DARYANTO

Sesuai dcllgan aslinya
Kl:P1:l-A IIKD KAII.SRAGIIN

NAMA TE)IANG
I'AN(JKiVI'
Nll,

1

I



lvlcnrba.;a

Mcninibang a.

Nlcnging.rl

Mcncl lrkan
KI,SA'l t I

K l,.t)t rn

BUPATISRAGEN

I]TJPATI SRNCEN,

L Surat dari .Nomor : .. . . .. .. .. ..'l anggal I'crih.rl

bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Ncgeri iiipil
dilingkungan [)cpart:ntcn l)alarl Ncgcri dan l)cnrcrintah Daorah dipandang
pcrlu mcnur,luk l)cgawai Ncgcri Sipil yang potensial clan mcrncnuhi syarat guna
nrcnjalani l rrgas Bclalar ........

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam lajur 2 (dua)

Iampiran Keputusan Bupati ini dinyatakan telah diseleksi menjadi Mahasiswa
'r'ugas Belalar dan diusulkan oleh instansi masinJ-
masing untul: menjalani tugas belajar tersebut.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b pcrlu menctapk,rn Keputusan Bupati tentang Tugas Br-:lajar. ..

1 . I Indang-unthng Nt>mor 8 'l'ahun 1974 tentang Pokok-pokok Kr:lxgawaien

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

teutang P€rubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian;

2. P3raturan Daeiah Propinsi Jau'a Tengah Nomor 7 Tahun 1976 tentang 'fug:ts

Bclalar Bagi {)egawai Negcri Sipil Dalam Wilayah Propinsi Dacrah Tingkat I

.lawa 'fcngalr,

NIEML]'fUSK,AN :

ltrgi,s llclitiar .

ir. lv1 :rnbctraskatt yatrg l;crsartgk tttatr dari .labalatr /'l ugas kcdinastln :lcll;lri-llari.

h. Mcnrbcrikan hal.-hakrrya bcrupa gaji dan penghasilan lain yang sah. kcnaikan

pangkat. scrl1 hantuar, pcndirlikan sesuai dcngan pcraturan yang berlaku;

c. Waiib mengirimkan laporan perkembangan Tugas Belajar secara peliodik.

d. Bclierja kcmbali pada I)emerintah Kabupaten Sragen, setelah menyclesaialtan

c

pcndidikan.

KI]PLJTUSNN I]I IPNI'I SIIAGI]N
NOM()I{:

I-EN I ANC
'l tJ(ins Ill,l.nJAlt

:i

'i

I



KIJ'I IGA

KI]I]MP,\1'

K til.tN4n

KIiIiNl.N4

llrMllLJSAtr-:

l)elanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
dianggap sebagai melakukan pelanggaran disiplin pegawai dan kepada yang

bclsangkutan dapat dikerrakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang herlaliu.

Scmua biaya yang timbul sebagai akibar ditetapkannya Keputusar Ilupati ini
dibebankan pada ..

Apabila dikcmudian hari ternyata terdapat kesalahrn / kckeliruan dalarn Kcputusan

llupari ini elial diatlakan pcrbaikan scbagaimana mcstinya.

Kcputusan Bupati ini rnulai beriaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragerr

Pada tanggal :

An. BUPATI SRAGEN
WAKIL BUPAII SRAGEN

DARYANTO

rlupatr Sragcn (scbagai laporan);

l)st

I

2

-)

4

I

J

I



LA]\,IPIIIAN : KEPUTUSAN I]UPATI SRAGEN
NOMOR :

T-{.NGGAL:

TUGAS BELAJAR

PANGI(ATI
GOL.

JABATAN LAI\IA JAB,^.TAN RARTI

{2

IvIASA
TUGAS

I}ELAJAR

r M1' ST.\IBI|II
BI.\YA

tif, 76

NO. NA]\TA l NII'.

I

WAKIL ItLI P,.\'[I SI].\GI1\,

DAlt\, -NTC

i

i



PE]VIE}iINI'AII KAI}UPATDN SIIAGBN

BADAN KEPEGAWAIAN DI\ERA.I{
.ialan Veteran No. I I Telp. (0271 ) 891024

Website h ttp: //rvrvrr,.s r:r gcn.g o.id E-nrail : info@srngcn.so.id

SRAGEN 572I1

CONTOFI ST]RAT KIITIIRANGAN
NOMt)l{;ti00/ /02712011

Yang bcrtanda tangan clibawah ini kanri

Pangkat/G o lo n g:r n

Jabatan

Dcngan ini r.r'rcncrangkan bahwa

Narira

NIP

Pangkat/Gol rngan

Jrrbatan

l)nit Kclia

Nanra

NIP

I'lcla saat ini sc lang I.ttenentpulr
... .lurrrsarr

pendidikan Program (

di Universitas
D-3, D-4, S-1, S-2, dll )

tcstlllyil

l'EMBiSAN : KePada Yth.

Dentiliiarr surat l(cterangan ini dibuat untul( dapat dipelgurrakarl sebagainlana

Sragen,

An. BUI']A'fl SRAGEN
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sragen

NAMA TERANG
PANGKA'I
NIP

l, Ke1,;rla



\

BUPATI SRAGEN

SI J I] A1' I< II,TII,IIA NCAN
NOMOI{:1100/ I l20ll

Berda.sarkan Sr,rat Ij in Belajar Nornor :

Nomor. : tanggal : atas nama
menerangkan keprda :

tanggal dan Ij az-ah

yang dikeluarkan oleh Universitas,

Nan.rrL

NIP

l)ar,gliat/ Gol. I( rrit n g

Jabatar;r

Unit Organisasi

Berhak menggunakan Gelar .

kedinasan dan kepentingan t .p.gu*uio,,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam

Keter-rngan hak melrggunakan Gelar dinyatakan tidak berlaku apabila
temyata ,likemudian hari terbukti Lrahwa dasat e-tas hak penggunaan Gelar ............
clan Ijazah )/ilng bcl si.ulgkutan diuyatal(an tidali sah belclasarkan kctcutuan Peruudang-undangan
yang berlal.u

3. Penggunaan Gelar

Sr.rrat Keterangar.r
sebagalmana mestinya.

ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

S r a g e n,

An, BUI,A'I.I SRACBN
WAK I I, BUPA'I'I SI{AGEN

I liN.l

1. IlLrlrati Sra3cn (scbagiri 'lporatt)
). Kclj.rll

I

l'
r,i

i

tlS/\N

II. I)ARYANI O,SII

tidak otomatis untuk penyesuaian Ijazah.

I

l


